
SALINAN 

PERATURAN GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA 

NOMOR 61 TAHUN 2013 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 0  TAHUN 2013 TENTANG 
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, 

f - 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 0  Tahun 2013 telah 
diatur Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2013 ;  

b. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan tugas Kecamatan 
dan Kelurahan sebagai garis lerdepan dalam pelayanan masyarakat 
secara profesional dan transparan melalui seleksi terbuka Camat dan 
Lurah yang harus segera dan mendesak, dipandang perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap objek kode rekening dalam bentuk pergeseran; 

c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (2) dan ayat (4) Peraluran 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
d iubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2 0 1 1 ,  pergeseran anggaran tersebut dilakukan dengan cara 
melakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang 
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 0  Tahun 2013 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2013; 

1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan sebagaimana lelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 1994; 
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2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

4. Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional; 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 12 Tahun 2008; 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

10.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai lbukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia; 

11 .  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah; 

12 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan; 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah; 

14 .  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi 
Daerah; 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007; 

16 .  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Sadan Layanan Umum; 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah; 

18 .  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan; 
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19 .  Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi 
Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

2 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah; 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 201 O tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan; 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2 0 1 2  tentang Hibah Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 21 Tahun 2 0 1 1 ;  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2 0 1 2  tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2 0 1 3  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2 0 1 3 ;  

29 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang 
Daerah; 

30. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta; 

31 .  Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

' 

32. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; 

33. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013  tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

34. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 201 1  tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
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35. Peraturan Gubernur Nomor 125 Tahun 2011  tentang Daftar Susunan 
Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

36. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
GUBERNUR NOMOR 10  TAHUN 2013  TENTANG PENJABARAN 
ANGGARAN PENDAPATAN BAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2013. 

Pasal I 

Ketentuan dalam Lampiran Ill (Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan 
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan), Urusan 
Pemerintahan : 1 .20 (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi 
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), 
Organisasi : 1.20 .004 (Sekretariat Daerah 0 .04.00.00.0000.000) Peraturan 
Gubernur Nomor 1 0  Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2 0 1 3  diubah, sehingga Lampiran Ill 
berbunyi sebagai berikut : 

Pergeseran rincian objek belanja Program Penerapan Prinsip Good 
Governance dan Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan 
Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian 
dan Persandian dengan Kegiatan Penunjang Kelancaran Tugas Umum 
Pemerintahan dengan Kade Rekening 5 . 2 . 1 . 0 2 . 0 1  (Honorarium Tenaga 
Ahli/lnstruktur/Narasumber) sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima 
puluh juta rupiah) menjadi Rp 1.897.250.000,00 (satu miliar delapan ratus 
sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), Kade Rekening 
5 . 2 . 1 . 0 1 . 0 1  (Honorarium Pan itia Pe lak sana Kegiatan) sebesar 
Rp 2.000.000.000,00 {dua miliar rupiah) menjadi Rp 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah), Kade Rekening 5 .2 . 1 .01 .04 (Honorarium Seminar/Sosialisasi/ 
B imb ingan Teknis) sebesar Rp 500.000 .000,00 (lima ratus juta rupiah) 
menjadi Rp 352.750.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima 
puluh ribu rupiah), Kade Rekening 5 .2 .2 .01 . 16 (Belanja Dokumentasi, 
Dekorasi dan Publikasi) Rp 0,00 (nol rupiah) menjadi Rp 40.000.000,00 
(empat puluh juta rupiah), Kode Rekening 5 .2 .2.10.07 (Belanja Sewa 
OS/Hardware/Software/Jaringan Komputer dan Lainnya) Rp 0,00 (nol 
rupiah) menjadi Rp 202.730.000,00 (dua ratus dua juta tujuh ratus tiga 
puluh ribu rupiah), Kade Rekening 5.2.2.17.01 .002 (Biaya Uang Saku/ 
Transport) Rp 105 .000.000,00 (seratus lima juta rup iah) menjadi 
Rp 72.270.000,00 (tujuh puluh dua juta dua ratus tujuh pu luh ribu rupiah), 
Kade Rekening 5.2.2.17.02.002 (Biaya Uang Saku/Transport) Rp 105.000.000,00 
(seratus lima juta rupiah) menjadi Rp 0 ,00 (nol rupiah), Kade Rekening 
5 . 2 . 2 . 1 7 . 0 3 . 0 0 2  (Biaya Uang Saku/Transport) Rp 105 . 000 .000,00 (seratus 
lima juta rupiah) menjadi Rp 0,00 (nol rupiah), pada SKPD Sekretariat 
Daerah Provinsi OKI Jakarta dan Pergeseran Rincian Objek Belanja 
tersebut dimasukkan ke dalam Sistem lnformasi Pengelolaan Keuangan 
Daerah (SIPKD) serta diberlakukan untuk pelaksanaan Kegiatan Penunjang 
Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan. 
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Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Juli 2013 

GUBERNUR PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

JOKO WIDODO 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 Juli 2013 

' .  

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS 
IBUKOTA JAKARTA, 

Ttd. 

WIRIYATMOKO 
NIP 195803121986101001 

BERITA DAERAH PROVINS! DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 
TAHUN 2013 NOMOR 51011 

.  Salinan sesuai dengan aslinya 
f • KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH 

PROVINSL DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, //�--,1�·,.t.;:.•.:c·, ' ·  · ,  
(!ki1 ,.·">.� �-:·. · , 
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